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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 81                             2021                                     SERI : E 

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 81 TAHUN 2021 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 
Menimbang : a. bahwa tunjangan perumahan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bekasi ditentukan berdasarkan asas kepatutan 
kewajaran, rasional, terukur dan standar harga 
setempat agar tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

    
  b. bahwa berdasarkan hasil kajian penilai (appraisal) 

terhadap besaran tunjangan perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi 
dipandang perlu dilakukan perubahan untuk 
keempat kalinya. 

    
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3633); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

    
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

    
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah  beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

    
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

    
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

    
  9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

    
  10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

    
  11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 
Nomor 3 Seri E). 

    
Memperhatikan : 1. 

 

 

2. 

Surat PT. Aristawidjaya Jaya Konsultan Nomor 
014/LA-KJNTJNGN/SEKWAN-bekasi/AJK/X/2021 
Tanggal 20 Oktober 2021 perihal Laporan Akhir; 
 
Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi 
Nomor 01/BA-RAPIM.TP/X/2021/DPRD.PP, 
tanggal 26 Oktober 2021; 
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  3. Berita Acara Rapat Expose dari Konsultan PT. 

Aristawidya Jaya Konsultan (Revaluasi Besaran 
Tunjangan Sewa Perumahan Pimpinan dan Anggota 
DPRD Kota Bekasi) Nomor 01/BA-
Set.TP/X/2021/Setwan.PP, tanggal 28 Oktober 
2021. 
 

    
MEMUTUSKAN : 

 

    

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 
DAN ADMINSTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2017 Nomor 61 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 150 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2020 Nomor 150 Seri E), diubah sebagai berikut : 
 

Pasal 19 
 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi diberikan Tunjangan Perumahan 
setiap bulan. 
 

(2) Tunjangan Perumahan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah sebesar: 
a. Ketua DPRD     Rp 53.000.000,00 
b. Wakil Ketua DPRD   Rp 49.000.000,00 
c. Anggota DPRD    Rp 46.000.000,00 

 
(3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipotong 

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Bekasi. 
          

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 29 Oktober 2021 
      
WALI KOTA BEKASI, 
 
       Ttd/Cap 
 

      
 RAHMAT EFFENDI 

 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 29 Oktober 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                     Ttd/Cap 
 
  
          RENY HENDRAWATI 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 81 SERI E 
 

 

 


